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ABSTRAK

Kenjungan merupakan salah satu hak penting Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) untuk mempertahankan hubungan keluarga dan sosial
selama menjalani pidana, yang diakui sebagai bagian dari hak asasi narapidana
dalam sistem pemasyarakatan modern. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menegaskan bahwa WBP berhak
berhubungan dengan dunia luar, termasuk melalui kunjungan keluarga dan
penasihat hukum, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban
lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan
normatif hak kunjungan dalam UU Pemasyarakatan dan peraturan pelaksananya,
serta mengkaji implementasi hak kunjungan WBP di Lapas Kelas I Madiun, berikut
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif-empiris. Secara normatif, penelitian ini
menelaah UUD NRI 1945, UU Pemasyarakatan, dan peraturan terkait lainnya
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk
membangun kerangka hukum hak kunjungan. Secara empiris, penelitian dilakukan
melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Lapas Kelas I Madiun
guna menggambarkan praktik layanan kunjungan dan menilai kesesuaiannya
dengan ketentuan normatif. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan,
diinterpretasikan, dan disintesiskan secara kualitatif untuk menjawab rumusan
masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak kunjungan WBP
di Lapas Kelas I Madiun telah memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak boleh
dibatasi secara sewenang-wenang, karena berkaitan erat dengan pemenuhan hak
asasi dan tujuan pembinaan serta reintegrasi sosial. Dalam praktiknya,
implementasi hak kunjungan pada dasarnya sudah dilaksanakan melalui prosedur
administrasi, tata tertib, dan penyediaan layanan kunjungan, namun masih dijumpai
sejumlah hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, beban kerja petugas,
serta kurangnya pemahaman sebagian pengunjung terhadap prosedur yang berlaku.
Faktor pendukung implementasi antara lain adanya pengaturan yang lebih
komprehensif dalam UU Pemasyarakatan, komitmen sebagian petugas, dan kerja
sama dengan keluarga WBP; sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan
fasilitas, kepadatan pengunjung pada hari tertentu, serta potensi ketidakkonsistenan
pelaksanaan tata tertib. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hak
kunjungan di Lapas Kelas I Madiun telah mengarah pada pemenuhan standar UU
Pemasyarakatan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sarana, kualitas
layanan, dan pengawasan agar perlindungan hak kunjungan WBP dapat terwujud
secara lebih optimal dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

Kata Kunci: UU Pemasyarakatan, Hak Kunjungan, Warga Binaan Pemasyarakatan



ABSTRACT

Visitation is one of the important rights of Correctional Assisted Citizens
(WBP) to maintain family and social relationships while serving their sentence,
which is recognized as part of the human rights of prisoners in the modern
penitentiary system. Law Number 22 of 2022 concerning Corrections (Correctional
Law) emphasizes that WBP has the right to be in contact with the outside world,
including through family visits and legal advisors, while still paying attention to the
security and order aspects of correctional institutions. This study aims to analyze
the normative regulation of visitation rights in the Correctional Law and its
implementing regulations, as well as examine the implementation of WBP visitation
rights in Class I Madiun Prisons, along with supporting factors and obstacles to its
implementation. This study uses normative legal research methods. Normatively,
this study examines the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the
Correctional Law, and other related regulations with a legislative, conceptual, and
historical approach to build a legal framework for visitation rights. Empirically, the
research was conducted through interviews, observations, and documentation
studies at the Madiun Class I Prison to describe the practice of visitation services
and assess their suitability with normative provisions. The data obtained were then
grouped, interpreted, and synthesized qualitatively to answer the formulation of the
research problem.

The results of the study show that normatively the right to visit WBP in
Class I Madiun Prison has a clear legal basis and should not be arbitrarily restricted,
because it is closely related to the fulfillment of human rights and the purpose of
social development and reintegration. In practice, the implementation of visitation
rights has basically been carried out through administrative procedures, rules, and
the provision of visit services, but there are still a number of obstacles such as
limited facilities and infrastructure, workload of officers, and lack of understanding
of some visitors to applicable procedures. Factors supporting implementation
include the existence of more comprehensive arrangements in the Correctional Law,
the commitment of some officers, and cooperation with WBP families; while
inhibiting factors include limited facilities, density of visitors on certain days, and
potential inconsistencies in the implementation of discipline. This study concludes
that the implementation of visitation rights in Class I Madiun Prison has led to the
fulfillment of the standards of the Correctional Law, but it still needs to be
strengthened in terms of facilities, service quality, and supervision so that the
protection of WBP visitation rights can be realized more optimally and oriented
towards respect for human rights.

Keywords: Correctional Law, Visitation Rights, Correctional Assisted Citizens
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